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Sifat . Penting
Hal . Tindak Lanjut Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 182/PMK.05/2017

Kepada Yth.

Kuasa Pengguna Anggaran

Di Empat Lingkungan Peradilan
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor: S-990/PB.3/2018
perihal Tindak Lanjut Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor:182/PMK.05/2017 tentang
Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga dengan ini
disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Keuangan tersebut di atas dapat diunduh melalui tautan
http://www.idih.kemenkeu.qo.id/full Text/2017/182~PMK.05~2017Per.pdf

2. KPA/Kepala Satuan Kerja sesuai dengan kewenangannya masing-masing dapat
mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening Bendahara dan/atau
Rekening Lainnya kepada Kuasa BUN di Daerah dalam hal ini Kantor KPPN
setempat dengan tembusan Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung RI;

3. Penamaan Rekening Bendahara Pengeluaran harus menggunakan nama “BPG
(kode KPPN mitra kerja) (nama kantor)” dan untuk Rekening Lainnya berupa
Rekening Perkara menggunakan nama “RPL (kode KPPN mitra kerja) PDT (nama
satuan kerja) Untuk (Tujuan Pembukaan Rekening);

4. Diharapkan setiap bulan satker melaporkan saldo rekeningnya ke KPPN setempat
dan menginput pada aplikasi Komdanas beserta rekening korannya agar tertib
admistrasi pengelolaan rekening;

5. Apabila ada pembukaan rekening baru ataupun penutupan rekening agar diupdate
pada aplikasi Komdanas;

6. Berkenaan dengan hal tersebut, dimohon bantuan agar dalam pengelolaan dan
penatausahaan rekening dapat mempedomani peraturan yang dimaksud diatas;

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tembusan Yth :
1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.



